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RINGKASAN 
 
Novi Widi Astuti, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Juni 2021, ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN 
HUKUM BERLANDASKAN ASAS KEADILAN RESTORATIF, Dr. Prija Djatmika, SH. 
M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penghentian 
Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif, 
yang dilatar belakangi oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 telah memperluas makna penghentian penuntutan demi kepentingan 
hukum yang terdapat dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan 
masalah: (1) Bagaimana makna penghentian penuntutan demi kepentingan 
hukum ditinjau dari hukum positif di Indonesia? (2) Bagimana konsep penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum yang berlandaskan asas keadilan restoratif? 
Kemudian metode peneletian pada karya tulis ini menggunakan jenis 
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-
undangan serta bahan hukum sekunder berasal dari jurnal hukum, pendapat ahli, 
dan buku-buku dengan teknik penelurusan studi pustaka yang dianalisis 
menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis yaitu menafsirkan suatu 
peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan peraturan hukum 
lainnya, interpretasi gramatikal, dan interpretasi futuristis. 
 
Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa makna penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum merupakan proses penghentian penuntutan 
karena terdapat alasan-alasan meniadakan penuntutan yang diatur oleh undang-
undang itu sendiri, yaitu dicabutnya delik aduan, nebis in idem, tersangka 
meninggal dunia, daluwarsa, pembayaran denda atas pelanggaran, dan keadilan 
restoratif. Kemudian, konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memiliki batasan dan syarat dalam 
pelaksanaanya. Selain itu sebagai peraturan perundang-undangan, memiliki 
beberapa kelemahan yaitu telah melanggar ketentuan norma dalam KUHAP 
sebagai hukum yang lebih tinggi kedudukannya, serta kekaburan norma sehingga 
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlu 
penyempurnaan makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
berdasarkan keadilan restoratif Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP, serta 
pada Pasal 30 ayat (1) huruf f RUU Kejaksaan. Sehingga penyempurnaan norma 
dalam ketentuan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan tersebut dapat memberikan 
kemanfaatan, keadilan, dan kepastian norma hukum serta tidak terjadi 





  VIII 
SUMMARY 
 
Novi Widi Astuti, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 
2021, JURIDICAL ANALYSIS of the TERMINATION of the PROSECUTION in the 
INTERESTS of LAW BASED on the PRINCIPLES of RESTORATIVE JUSTICE, Dr. Prija 
Djatmika, SH. M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. 
 
In this thesis, the author raises the issue of the Termination of the 
Prosecution in the Interests of Law Based on the Principles of Restorative Justice, 
which was triggered by Regulations of the Prosecutor's office of the Republic of 
Indonesia Number 15 Year 2020 has expanded the meaning of the termination of 
the prosecution in the interests of law contained in Article 104, paragraph (2) of 
Law Number 8 of 1981 on Criminal Law. 
 
Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) 
How the meaning of the termination of the prosecution in the interests of law 
viewed from the positive law in Indonesia? (2) How the concept of the termination 
of the prosecution in the interests of law based on the principles of restorative 
justice? 
 
Then the method of the research in this paper use this type of research is 
normative juridical with the approach of legislation and conceptual approach. 
Primary legal materials derived from laws and regulations as well as secondary 
legal materials comes from the journal of law, expert opinion, and books with the 
technique of searching the literature study are analyzed using the technique of the 
analysis of the systematic interpretation that interprets a law which is connected 
with the regulation of other laws, the interpretation of grammatical, and 
interpretation of futuristic. 
 
From the results of the study authors, shows that the meaning of the 
termination of the prosecution in the interests of law is the process of termination 
of prosecution because there are reasons waived prosecution of which is regulated 
by the law itself, namely the revocation of a complaint, nebis in idem, the suspect 
died, the time of expiration, payment of fines for violations, and restorative justice. 
Then, the concept of the termination of the prosecution in the interests of law 
based on restorative justice is set in the Regulations of the Prosecutor's office of 
the Republic of Indonesia Number 15 Year 2020 that has limitations and 
requirements in the implementation. In addition, as the laws and regulations, have 
some weakness that has violated the terms of the norm in the criminal procedure 
code as the law of a higher position, as well as blur the norm so it does not have 
binding legal force. Therefore, it is necessary refinement of the meaning of the 
termination of the prosecution in the interests of law based on restorative justice 
Article 42 paragraph (2) and paragraph (3) of the BILL criminal procedure code, 
as well as in Article 30 paragraph (1) letter f of the BILL Prosecutor's office. So the 
refinement of the norm in the provisions of the BILL criminal procedure code and 
the draft law on the Prosecutor's office can provide expediency, justice, and the 








A. LATAR BELAKANG 
Hukum sesungguhnya tidak dapat kita lihat, namun keberadaannya 
sangat penting dalam masyarakat karena dengan adanya hukum dapat 
mengatur hubungan antar anggota masyarakat.1 Salah satu sarjana hukum 
Indonesia, J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. dalam 
buku berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” mendefinisikan, hukum 
merupakan peraturan yang memiliki sifat memaksa serta menentukan tingkah 
laku manusia dalam bermasyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang 
berwajib, apabila melanggar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan 
berupa hukuman. Agar tetap terpelihara ketertiban dalam masyarakat 
terdapat peraturan hidup bermasyarakat yang harus dipatuhi dan ditaati, 
maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan adanya unsur mengatur 
dan memaksa. Apabila siapa pun tidak mau patuh terhadap peraturan 
tersebut, maka terdapat sanksi yang tegas berupa hukuman.2 Sebagai negara 
berlandaskan hukum (rechsstaat)3, pada proses penegakan hukum di  
Indonesia harus memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu, keadilan, kepastian, 
dan kemanfaatan.4 
Mekanisme penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan 
menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang terdapat interaksi 
antara peraturan perundang-undangan dengan praktek administrasi dan sikap 
maupun tingkah laku sosial masyarakat yang kemudian menghasilkan sistem 
peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana sebagai landasan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di 
Indonesia, yang secara umum mekanisme sistem pidananya dimulai dari 
                                                          
1 Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, 
Riena Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 32 
2  Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., Pengantar Ilmu Hukum – Sebuah Skesta, PT 
Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.9 
3 Bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 
4 Supriyanta, S.H., M.Hum., KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Vol.VIII. NO.1. April 
2009, hlm.1, https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-
pidana-terpadu.pdf, diakses pada 2 Agustus 2020 pukul 19.34 WIB 
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tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan 
putusan.5  
Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di bidang 
penuntutan adalah Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 
angka 7 KUHAP, penuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum 
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri agar perkara tersebut diperiksa 
dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Pasal 14 KUHAP menyatakan 
bahwa kewenangan yang dimiliki Penuntut Umum diantaranya : 
“ a.  Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu; 
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, 
untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-
undang ini; 
j. Melaksanakan penetapan hakim.” 
 
Salah satu kewenangan Penuntut Umum tersebut di atas adalah 
kewenangan dalam hal penuntutan. Setelah proses penyidikan di Kepolisan 
selesai dilakukan, berkas hasil penyidikan dari Penyidik tersebut kemudian 
diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari, diteliti, dan diperiksa 
kelengkapan berkas perkaranya. Apabila berkas penyidikan telah dinyatakan 
lengkap, Penuntut Umum dapat melimpahkan berkas perkara tersebut ke 
pengadilan kemudian menyusun surat dakwaan dan melakukan penuntutan. 
Dalam hal penuntutan terdapat beberapa asas yang berlaku bagi Penuntut 
Umum, yaitu asas legalitas, asas oportunitas, dan asas dominus litis. Asas 
                                                          
5 Ibid  
  3 
legalitas menghendaki dapat dilakukannya penuntutan terhadap semua 
perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan asas oportunitas 
yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang kepada 
Penuntut Umum untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.6 
Selain itu kewenangan penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Penuntut 
Umum, karena terdapat asas dominus litis yang menegaskan bahwa tidak ada 
lembaga hukum lainnya selain Penuntut Umum yang dapat melakukan 
wewenang penuntutan. Oleh karena itu dapat atau tidaknya suatu perkara 
dapat dilakukan penuntutan adalah mutlak kewenangan Penuntut Umum. 
Sehingga ketika perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk 
dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum dapat melakukan penghentian 
penuntutan.7 Penuntut Umum memiliki wewenang dapat melakukan 
penghentian penuntutan terhadap suatu perkara apabila terpenuhi syarat 
dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu : 
“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi 
hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat 
ketetapan.” 
 
Peraturan mengenai penghentian penuntutan juga diatur dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 angka 1 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, menjelaskan: 
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan." 
 
                                                          
6 Arin Karniasari, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung 
dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, Tesis, Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, Juli, 2012, hlm.1 
7 Reda Mantovani, “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam UU KPK”, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf8ba3bb064/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-
uu-kpk-oleh--reda-manthovani/ diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 21.01 WIB 
  4 
Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tersebut memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk 
menutup perkara demi kepentingan hukum yang dapat dilakukan dalam hal : 
“ a. terdakwa meninggal dunia; 
b. kedaluwarsa penuntutan pidana; 
c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum 
tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem); 
d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; 
atau  
e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten 
process).” 
 
Kejaksaan membuat kebijakan tersebut atas dasar asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan, untuk menangani perkara yang mengedepankan 
proses penuntutan dengan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.8 Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif dalam peraturan tersebut, dilakukan dengan mempertimbangkan 
“adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka” yang termuat dalam 
ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut bertujuan agar Penuntut Umum dapat 
mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian 
perkara pidana. Sehingga tujuan dari keadilan restoratif tersebut dalam upaya 
mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dan memastikan pelaku 
dapat hidup normal kembali dalam masyarakat tanpa melalui proses 
pemidanaan terhadap pelaku dapat terwujud.9 
Namun, dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif tersebut dapat kita lihat bahwa syarat dapat dilakukannya 
penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana dengan keadilan 
restoratif berbeda dengan syarat penghentian penuntutan yang terdapat 
dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP 
penghentian penuntutan dapat dilaksanakan dalam hal tidak ada bukti yang 
                                                          
8 Anggara dan Riesta Aldilah, Bahasan.id, Penghentian Penuntutan karena Dasar Perdamaian, 
https://bahasan.id/penghentian-penuntutan-karena-dasar-perdamaian/, diakses pada tanggal 2 
Oktober 2020 pukul 10.47 WIB 
9 Dwi Bowo Raharjo, Suara.com, ICJR Dorong Penguatan Peran Jaksa sebagai Pengendalian Utama 
Perkara Pidana, https://www.suara.com/news/2020/07/23/021000/icjr-dorong-penguatan-peran-
jaksa-sebagai-pengendali-utama-perkara-pidana?page=all, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 
pukul 13.19 WIB 
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cukup, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara 
ditutup demi kepentingan hukum. Penghentian penuntutan demi kepentingan 
hukum mengandung arti bahwa suatu perkara pidana tidak dapat dilanjutkan 
ke pengadilan oleh Penuntut Umum dikarenakan tersangka meninggal dunia, 
nebis in idem, dan daluwarsa. Sedangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dapat kita analisa bahwa terdapat perluasan 
pada makna demi kepentingan hukum yaitu salah satu syarat penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum dapat dilakukan dengan keadilan 
restoratif yang lebih mengedepankan adanya keadilan dan kemanfaatan para 
pihak yaitu adanya perdamaian antara korban dan tersangka.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 
menganalisis mengenai perluasan makna demi kepentingan hukum pada 
proses penghentian penuntutan dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis 
Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan 
Asas Keadilan Restoratif”. 
 
B. ORISINALITAS PENELITIAN 
Table 1.1  
Orisinalitas Kepemilikan 
No. Nama Judul Rumusan Masalah Keterangan 
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C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
ditinjau dari hukum positif di Indonesia? 
2. Bagimana konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang 
berlandaskan asas keadilan restoratif? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna penghentian penuntutan 
demi kepentingan hukum ditinjau dari hukum positif di Indonesia. 
2. Untuk menganalisis dan menemukan konsep penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum yang berlandaskan asas keadilan restoratif. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan khususnya hukum pidana mengenai penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum berlandaskan asas keadilan 
restoratif. 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi pemerintah 
Memberikan tambahan informasi untuk pemerintah dalam proses 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berlandaskan asas 
keadilan restoratif. 
b) Bagi Kejaksaan 
Diharapkan agar dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya pada proses penghentian penuntutan perkara tindak 
pidana. 
c) Bagi masyarakat 
Memberikan pengetahuan umum dan informasi kepada masyarakat 
mengenai penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
berlandaskan asas keadilan restoratif. 
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F. METODE PENELITIAN  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 
yang menggunakan metode berdasarkan baham hukum utama dengan 
cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas 
hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Metode yuridis normatif dapat disebut sebagai pendekatan 
kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.10 
Alasan penulis menggunakan jenis metode yuridis normatif karena 
mendeskripsikan secara objektif perluasan makna pada penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum berlandaskan asas keadilan 
restoratif. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk menelaah keseluruhan peraturan hukum khususnya 
sistem peradilan pidana yang menyangkut mengenai permasalahan terkait 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum. Pendekatan 
perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu Pasal 3 ayat 
(2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. 
Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk acuan penelitian 
dalam mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa 
hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, 
kemanfaatan, dan keadilan. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada 
pendekatan konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dan 
konsep keadilan restoratif. 
 
                                                          




., diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB 
  11 
3. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki 
kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
1) Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 
2) Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
3) Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif 
 
b. Bahan Hukum Sekunder 
1) Jurnal – jurnal hukum 
2) Pendapat – pendapat para ahli 
3) Buku – buku yang menulis tentang suatu permasalahan hukum 
 
4. Teknik Penulusuran Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu 
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis 
dengan mempergunakan content analysis. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Pada penelitian ini, untuk menafsirkan atau mengetahui makna suatu 
peraturan perundang-undangan menggunakan teknik analisis hukum 
sebagai berikut : 
a. Interpretasi Sistematis 
Menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum yang lain. 
Naskah hukum yang ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-
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undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan 
lainnya juga harus dijadikan acuan.11 Dalam penafsiran ini mencari 
ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan 
sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. 
 
b. Interprestasi Gramatikal  
Metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah 
hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada 
makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-
yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.12 
 
c. Interpretasi Futuristis 
Metode penafsiran yang memiliki sifat antisipasi, bahwa penafsiran 
dilakukan terhadap ketentuan undang-undang yang belum memiliki 
kekuatan hukum, misalnya suatu rancangan peraturan undang-
undang.13 
 
6. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual merupakan definisi yang masih berupa konsep dan 
memiliki makna yang masih abstrak walaupun dapat dipahami dengan 
pemahaman secara intuitif.14 
a. Penuntutan 
Kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara 
yang telah lengkap dan memenuhi syarat kepada pengadilan negeri 
untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. 
 
b. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum 
Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan proses 
penuntutan dengan alasan demi kepentingan hukum yang dilakukan 
                                                          
11 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. 
XI, PT. Jakarta, Ichtiar Baru, 1983, hlm. 212-213. 
12 Ph. Visser’t Hoft, 2001, Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding), Penerjemah B. Arief 
Shidarta, Bandung, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, hlm.25 
13 Daftar  
14 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm.72 
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apabila terpenuhi dasar-dasar meniadakan penuntutan terhadap suatu 
perkara, seperti terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, daluwarsa, 
dan lain-lain.  
 
c. Keadilan Restoratif 
Keadilan restoratif adalah suatu alternatif penyelesaian perkara di luar 
pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta 
masyarakat untuk menciptakan keadilan bagi para pihak, serta terjadi 





























A. KAJIAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN 
1. Pengertian Penuntutan  
1.1. Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana adalah: 
“Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana 
ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.” 
 
1.2. Penuntutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah: 
“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk 
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara 
Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 
Hakim di sidang pengadilan.” 
 
1.3. Penuntutan menurut para ahli adalah sebagai berikut : 
a) Atang Ranoemihardja 
Penuntutan diartikan sebagai penyerahan berkas perkara oleh 
Penuntut Umum kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk 
diajukan ke sidang pengadilan.15 
b) Sudarto 
Penuntutan adalah penyerahan berkas perkara tersangka untuk 
diproses di pengadilan negeri oleh Hakim. Pada dasarnya setiap 
perkara harus diserahkan kepada hakim agar mendapat putusan 
yang inkrah.16 
c) Martiman Prodjohamidjaya 
Pengertian penuntutan dalam arti luas yaitu sebagai tindakan 
Penuntut Umum dalam wewenangnya dimulai dari diterimanya 
berkas penyidikan dari Penyidik kemudian oleh Penuntut Umum 
                                                          
15 Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 26 
16 Vania Inez Jovita, Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penuntutan di 
kejaksaan Negeri Batam, UIB Repository 2019, hlm. 11, http://repository.uib.ac.id/3153/5/k-
1651050-chapter2.pdf, diakses pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 10.27 WIB 
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dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri. Berkas hasil penyidikan 
tersebut diserahkan ke Jaksa untuk ditindaklanjuti ke 
pengadilan.17 
 
d) Wirjono Prodjodikoro 
Penuntutan kepada terdakwa di muka Hakim pidana adalah 
diartikan sebagai penyerahan perkara terdakwa disertai berkas 
perkaranya kepada Hakim agar diperiksa dan diputus perkara 
pidana tersebut terhadap terdakwa.18 
 
1.4. Pengertian Penuntut Umum 
1.4.1. Menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, bahwa : 
“ a. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut 
Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
b.  Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi 
kewenangan oleh undang-undang ini untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan Hakim.” 
 
1.4.2. Menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa : 
“ 1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak 
sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang. 
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang 
oleh undang-undang ini untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” 
 
1.4.3. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa : 
                                                          
17 Ibid, Vania Inez Jovita, hlm. 12 
18 Wijono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1980, hlm. 
41 
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“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim.” 
 
1.4.4. Menurut Bambang Waluyo, bahwa : 
“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Jaksa Agung. Jaksa dalam hal 
penuntutan bertindak untuk dan atas nama negara, 
dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta 
demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bertindak berdasarkan hukum dan 
mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan 
kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, 
hukum dan keadilan yang ada di masyarakat” 
 
1.5. Kewenangan Penuntutan 
1.5.1. Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
Penuntut Umum memiliki kewenangan sebagai berikut : 
“ a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan 
dari penyidik atau penyidik pembantu; 
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan 
pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi 
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan 
dari penyidik; 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau 
mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa 
tentang ketentuan hari dan waktu perkara 
disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk 
datang pada sidang yang telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan; 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan 
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut 
ketentuan undang-undang ini; 
j. Melaksanakan penetapan hakim.” 
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1.5.2. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana 
Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : 
“ a. Melakukan penuntutan;  
b. Melakanakan penetapan Hakim dan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap;  
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
tertentu berdasarkan undang-undang;  
e. Melengkapi berkas perakara tertentu dan untuk itu 
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.” 
 
1.5.3. Menurut Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, dalam hal penuntutan Penuntut Umum memiliki 
kewenangan sebagai berikut : 
“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan 
terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak 
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan 
perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” 
 
1.5.4. Menurut Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, dalam hal penuntutan Penuntut Umum memiliki 
kewenangan sebagai berikut : 
“ (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari 
hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia 
dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 
(2)  a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk  
menghentikan penuntutan karena tidak terdapat 
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata 
bukan merupakan tindak pidana atau perkara 
ditutup demi hukum, Penuntut Umum 
menuangkan hal tersebut dalam surat 
ketetapan. 
 b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan 
kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib 
segera dibebaskan. 
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan 
kepada tersangka atau keluarga atau penasihat 
hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik 
dan hakim. 
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d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, 
Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan 
terhadap tersangka.” 
 
1.5.5. Menurut Mawan Muhwan Hariri, tugas seorang Jaksa dalam 
hal penuntutan adalah :19 
“Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara yang 
bertanggungjawab. Penuntutan dilakukan dengan 
keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan 
dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Tugas dan wewenang dilakukan dengan berdasarkan 
hukum dan mengindahkan norma keagamaan dan 
kesusilaan, serta nilai kemanusian, hukum dan keadilan.” 
 
2. Tujuan Penuntutan 
Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa dilakukannya penuntutan ke 
pengadilan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim. Selain 
itu bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang 
dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana agar pelaku tindak pidana 
dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim pengadilan atas dakwaan yang 
telah diajukan. Penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi 
setiap individu baik korban maupun pelaku agar tercapai sistem peradilan 
pidana terpadu.20 Menurut Suharto, untuk mencapai tujuan penuntutan 
harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, karena tersangka 
atau terdakwa wajib mendapatkan hak-haknya dalam proses pemeriksaan 
perkara sampai adanya putusan dari Hakim.21 
 
3. Asas-Asas Penuntutan 
Asas-asas yang berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum dalam 
melakukan penuntutan, adalah sebagai berikut : 
a) Asas Legalitas 
Penuntut Umum wajib melakukan penuntutan terhadap semua tindak 
pidana tanpa memandang pelaku dan keadaan pelaku di sidang 
                                                          
19 Wawan Muhwan Hariri, Penghantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.227 
20 Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Pidaa, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.18 
21 Ibid, Suharto RM 
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pengadilan.22 Asas legalistas ini merupakan perwujudan dari asas 
equality before the law. 
b) Asas Oportunitas 
Kewenangan yang dimiliki Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak 
menuntut atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.23 
Berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia penyampingan perkara demi 
kepentingan umum diantaranya adalah kepentingan bangsa, negara, 
dan masyarakat.  
c) Asas Dominus Litis 
Kewenangan mutlak yang dimiliki Penuntut Umum yang dapat 
menentukan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan 
bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan hakim 
pengadilan.24 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas 
dominus litis merupakan prinsip dasar kewenangan penuntutan yang 
mutlak dilakukan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan asas 
legalitas penuntutan dilakukan kepada setiap orang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang ada, serta berdasarkan asas opportunitas 
terhadap suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan atas 
pertimbangkan kepentingan umum. 
 
B. KAJIAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN 
1. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum 
1.1. Penghentian Penuntutan  
Pasal 140 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, bahwa : 
“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutannya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara 
                                                          
22 Ibid, hlm. 19 
23 A.Z. Abidin, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, Makalah, Jakarta, 1980, 
hlm.12 
24 M. Rizqi, BAB II Tinjauan Pustaka, Universitas Islam Indonesia, 
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5704/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isA
llowed=y, diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 14.25 WIB, Hlm. 30 
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ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut 
dalam surat ketetapan.” 
 
1.2. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum 
Penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dilakukan 
terhadap tindak pidana yang memenuhi dasar-dasar meniadakan 
penuntutan, sehingga seseorang yang telah disangka melakukan 
tindak pidana oleh penyidik tersebut dapat ditutup proses 
penuntutannya demi kepentingan hukum oleh Penuntut Umum.25 
 
1.3. Dasar-Dasar Meniadakan Penuntutan 
Peniadaan penuntutan terhadap perkara pidana merupakan 
penghapusan hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, 
karena ketentuan undang-undang.26  
1.3.1. Dasar-Dasar Meniadakan Penuntutan dalam KUHP 
Di dalam KUHP terdapat beberapa hal yang menyebabkan hak 
Penuntut Umum gugur untuk melakukan penuntutan 
terhadap suatu tindak pidana : 
a) Suatu perkara pidana aduan tidak dapat dilakukan 
penuntutan apabila tidak ada pengaduan. (Pasal 72 KUHP) 
b) Suatu perkara yang telah diputus oleh hakim dan telah 
berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan 
penuntutan untuk kedua kalinya terhadap tindak pidana 
yang sama atau nebis in idem. (Pasal 76 KUHP) 
c) Suatu perkara tidak dapat dilakukan penuntutan oleh 
Penuntut Umum apabila terdakwa telah meninggal dunia. 
(Pasal 77 KUHP) 
d) Kewenanan Penuntut Umum untuk melakukan penunutan 
hapus dikarenakan suatu perkara tersebut telah daluwarsa. 
(Pasal 78) 
                                                          
25 Ansorie Sabuan, S.H., Syarifuddin Pettanasse, S.H., Dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, 
Bandung, 1990, hlm 137 
26 Gst Agung Chandra Kumala Dewi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Serta Dasar 
Alasan Peniadaan Pidana Malpraktek Medis, Vol. 07, No. 05, November 2018, hlm. 10 
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e) Pelanggaran yang diancam dengan pidana denda dapat 
dihapus penuntutannya oleh Penuntut Umum apabila oleh 
terdakwa denda tersebut telah dibayarkan. (Pasal 82) 
 
1.3.2. Dasar-Dasar Meniadakan Penuntutan dalam Pasal 3 Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
Di dalam peraturan ini beberapa hal yang menyebabkan hak 
Penuntut Umum gugur untuk melakukan penuntutan 
terhadap suatu tindak pidana adalah :27 
a) Tertuduh meninggal dunia 
b) Daluwarsa 
c) Nebis in idem 
d) Dicabut atau ditarik kembali delik aduan 
e) Adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan 
pembayaran denda dan keadilan restoratif. 
 
1.3.3. Dasar-Dasar Meniadakan Penuntutan dalam Pasal 14 ayat (2) 
UUD NRI 1945 
Dasar-dasar meniadakan penuntutan dalam ketentuan Pasal 
14 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa “Presiden memberikan 
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat.”28 Ketentuan pemberian abolisi 
dan amnesti tersebut diberikan oleh Presiden atas 
kepentingan negara. 
a) Abolisi, yaitu hak penghapusan atas seluruh akibat dari 
penjatuhan putusan pengadilan atau penghapusan 
penuntutan terhadap suatu tindak pidana, serta melakukan 
penghentian putusan apabila putusan tersebut telah 
dijalankan.29  
                                                          
27 Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
28 Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 
29 Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum 
Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, 
Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Lingkungan, Surabaya, Reality Publisher, 
2009, Hlm 10 
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b) Amnesti, yaitu suatu penyataan umum yang dinyatakan 
dalam undang-undang berisi pencabutan semua akibat dari 
pemidanaan suatu perbuatan pidana.30 
 
2. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum 
Menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa 
Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum. Penjelasan mengenai frasa demi kepentingan 
umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau 
kepentingan masyarakat luas.31 Kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang ini memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari 
penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung dalam hal melaksanakan 
asas opportunitas serta memberikan dampak baik bagi kepentingan umum. 
Kewenangan penghentian penuntutan demi kepentingan umum tersebut 
dilakukan bukan karena seorang terdakwa tersebut istimewa, melainkan 
ada kepentingan masyarakat yang harus lebih diperhatikan.32 Di Belanda 
maupun di Hindia Belanda berlakunya asas opportunitas dalam proses 
penuntutan memiliki arti bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan 
untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara apabila 
penuntutan tersebut dianggap tidak memiliki manfaat bagi kepentingan 
masyarakat.33 Selain itu menurut Andi Hamzah, di negara Belanda dan 
Jepang dapat atau tidaknya penghentian penuntutan demi kepentingan 
umum dilakukan yaitu atas pertimbangan menyangkut usia lanjut 
terdakwa, perkara kecil, dan pembayaran ganti rugi.34  
 
                                                          
30 Ibid, Hlm.41  
31 Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia 
32 Alldian Dwi Juliansyah, Implementasi Mengesampingkan Perkara atau Deponering Demi 
Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Skripsi, 2020, hlm. 42 
33 Soepomo, Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Pradnya Oaramita, Jakarta, 
1981, hlm.137 
34 Panji Wijanarko, Skripsi, Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas 
Opportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Penyampingan 
Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung), 2012, hlm 69 
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C. KAJIAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF 
1. Pengertian Keadilan Restoratif 
1.1. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif, pengertian keadilan restoratif yaitu : 
“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” 
 
1.2. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian keadilan 
restoratif yaitu : 
“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” 
 
1.3. Menurut Para Ahli, Pengertian Keadilan Restoratif : 
a) Umbreit 
Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang 
fokus terhadap korban dengan mengizinkan korban, pelaku, 
keluarga, dan perwakilan dari masyarakat untuk menangani 
kerusakan dan kerugian yang timbul dari tindak pidana.35 
b) Tony Marshall 
Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian tindak pidana 
dengan melibatkan para pihak untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya 
tindak pidana dan implikasinya di masa mendatang.36 
c) Mariam Liebman 
                                                          
35 Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for 
Restorative Justice, University of Minnesota, 
http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html 
, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Wastview, 
Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408. 
36 Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development 
and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, http://restorativejustice.org/#sthash.aFSVCaYX.dpbs,  
diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 14.48 WIB 
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Keadilan restoratif sebagai sistem pemidaan seperti pada sistem 
sekolah kedisiplinan yang menempatkan kembali korban dan 
lingkungan pada keadaan semula daripada menghukum pelaku 
tindak pidana.37 
 
2. Prinsip Keadilan Restoratif 
Ada beberapa prinsip umum yang melekat pada keadilan retoratif dalam 
penyelesaian tindak pidana, yaitu sebagai berikut : 
a. Prinsip due process, Van Ness dan Strong mengatakan, bahwa proses 
peradilan harus memberikan perlindungan dalam hal penahanan, 
penuntutan, dan pelaksanaan dari suatu putusan.38 Perlindungan yang 
dimaksud menurut Bassioni adalah hak untuk diduga tak bersalah, hak 
mendapatkan keadilan dalam persidangan, dan hak mendapat bantuan 
hukum.39 
b. Prinsip perlindungan setara, menurut Wright keadilan harus dipahami 
dari segi makna dan tujuan dari keadilan itu sendiri tanpa memandang 
ras, suku, budaya, jenis kelamin, agama dan status sosial.40  
c. Prinsip korban yang dimaknai sebagai orang yang dirugikan akibat suatu 
tindak pidana baik dari segi material maupun psikologi korban. 
Kepentingan hak korban harus diakui karena memiliki kedudukan hukum 
dalam penyelesain suatu perkara.41  
d. Prinsip menekankan hubungan dan tanggung jawab pelaku kepada 
korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik.42 
e. Keadilan restoratif muncul sebagai kritik atas tidak efektifnya pidana 
penjara dalam penyelesaian konflik sosial.43 
                                                          
37 Miriam Liebman, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London, , 2007, 
hlm. 27 
38 Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan 
Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2013, hlm. 126 
39 Ibid.  
40 Ibid.  
41 Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersayarat Menuju Keadilan 
Restoratif, Negara Hukum : Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 77 
42 Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem peradilan Pidana, Mimbar 
Hukum, Volume 28, Nomor 1, februari 2016, hlm 40 
43 Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis 
dalam Penegakan Hukum in Conreto)”, Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012. 
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f. Prinsip perdamaian, masing-masing pihak sepakat dan setuju untuk 
menyelesaikan konflik dengan cara memberikan kesempatan terhadap 
pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan membayar 







                                                          
44 Marlina, Diversi dan Restorative JuscticeI sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum, (Makalah: dalam Mahmul Siregar dkk), Pedoman Praktis Melindungi 
Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan 
Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm.92-93 
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Makna Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Ditinjau 
Dari Hukum Positif Di Indonesia 
Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia telah ada sejak sebelum 
zaman kolonial namun belum dalam bentuk hukum tertulis.45 Proses 
penyelesaian masalah yang dilakukan terhadap suatu perbuatan yang 
mengganggu keseimbangan masyarakat46 adalah dengan cara perdamaian 
yang memberikan kepuasan kepada para pihak agar keseimbangan di 
masyarakat dapat kembali seperti semula.47 Kemudian di masa penjajahan 
Belanda, proses penyelesaian masalah sudah diatur dalam bentuk hukum 
tertulis dengan diberlakukannya hukum Inlands Reglements atau IR bagi 
orang pribumi dan Asia asing yang pada akhirnya setelah melewati beberapa 
perubahan, berdasarkan Staatblaad 1941 No. 44 diberlakukanlah hukum Het 
Herzien Inlandsch Reglement atau HIR yang artinya “Reglemen Indonesia 
Yang Dibaharui” atau RIB48 sebagai hukum acara pidana yang memiliki proses 
penyelesaian perkara dengan tahapan yang dimulai dari pemeriksaan 
pendahuluan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan pelaksanaan putusan 
pengadilan.49  
Berlakunya HIR sebagai hukum acara pidana di Indonesia didasarkan atas 
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1952 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, bahwa: 
“ (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, oleh segala Pengadilan 
Negeri, oleh segala Kejaksaan padanya dan oleh segala 
Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia, 
“Reglement Indonesia yang Diperbaharui” (Staatsblad 1941 
No.44) seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman 
tentang acara perkara pidana sipil.” 
                                                          
45 Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Acara Pidana, hlm. 17, 
http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 
11.59 WIB 
46 R. Supomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 112-114 
47 Henry, Sejarah Singkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, 
Butew.com, https://butew.com/2018/11/04/sejarah-singkat-kitab-undang-undang-hukum-acara-
pidana-kuhap-di-indonesia/, diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 10.51 WIB 
48 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm. 51-54 
49 Eddy O.S. Hiariej, Op.cit, hlm. 10 
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Berlakunya HIR sebagai hukum acara pidana di Indonesia pada saat itu, 
proses pemeriksaan pendahuluan perkara khususnya di tahap penuntutan 
merupakan suatu kewenangan yang dilakukan oleh pegawai Penuntut Umum, 
hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 46 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement 
(HIR) menyatakan bahwa : 
“ (1) Pegawai-pegawai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri 
diwajibkan karena jabatannya mengusut dengan saksama 
sekalian kejahatan dan pelanggaran dan menuntutnya, yaitu 
yang masuk pemeriksaan Pengadilan Negeri.” 
 
Kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tersebut di atas, 
menurut Pasal 83i Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dilakukan dalam hal, 
sebagai berikut : 
“Jika menurut timbangan Jaksa perkara itu sudah cukup diperiksa 
dan masuk pemeriksaan Pengadilan Negeri, maka sekalian surat 
diserahkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dianggapnya 
berhak dan dalam hal dituntut supaya perkara itu diperiksa dalam 
sidang pengadilan dengan menerangkan seksama-seksamanya atau 
menunjukkan perbuatan-perbuatan tentang mana diminta supaya 
yang tertuduh dituntut.” 
 
Oleh karena itu pada saat diberlakukannya Herzien Inlandsch Reglement 
(HIR), pengaturan mengenai proses penuntutan merupakan kewenangan 
Penuntut Umum, selain itu sifat penuntutan yang dilakukan menjadi publik 
yang berarti suatu penuntutan tidak dilakukan secara individu namun yang 
mewakili dalam hal penuntutan adalah negara.50  
Setelah Indonesia merdeka, pengaturan hukum acara pidana Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana atau KUHAP. Proses penyelesaian perkara dalam KUHAP dimulai 
dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
pengadilan, dan putusan pengadilan. Pada tahap penuntutan dimulai setelah 
Penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut 
Umum untuk diperiksa kelengkapan berkasnya. Selanjutnya Penuntut Umum 
memeriksa kelengkapan berkas tersebut, kemudian berkas perkara hasil 
penyidikan tersebut dipelajari dan diteliti untuk dapat atau tidaknya dilakukan 
penuntutan. Apabila berkas perkara penyidikan dapat dilakukan penuntutan, 
                                                          
50 Penjelasan Pasal 46 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
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maka Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan 
negeri yang berwenang untuk dilakukan penuntutan. Kewenangan 
penuntutan yang hanya dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut diperkuat 
dengan adanya asas dominus litis bahwa tidak ada lembaga penegak hukum 
lain yang dapat melakukan kewenangan penuntutan selain Penuntut Umum. 
Menurut Marwan Effendi, adanya asas dominus litis memberikan kedudukan 
utama kepada Penuntut Umum karena hanya lembaga Kejaksaan yang 
memiliki kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara 
berdasarkan alat bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan dan 
merupakan lembaga satu-satunya yang melaksanakan putusan pengadilan.51 
Hal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkara setelah dilakukan 
penyidikan, dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan adalah mutlak 
kewenangan Penuntut Umum. Sehingga, dalam hal berkas perkara diperiksa 
tersebut ternyata tidak dapat dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum 
berwenang untuk menghentikan proses penuntutan.   
Secara harfiah, penghentian penuntutan diartikan sebagai tindakan 
penghentian terhadap suatu perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan  
atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang52. Pada 
masa diberlakukannya HIR dalam hukum acara pidana di Indonesia, 
kewenangan melaksanakan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara 
didasarkan atas ketentuan dalam pasal berikut : 
a) Pasal 250 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan 
bahwa : 
“ (1) Ketetapan ketua itu terutama sekali ditujukan kepada 
tuntutan, yang dimaksud dalam Pasal 831, tetapi bila dari 
surat-surat pemeriksaan pendahuluan kenyataan padanya, 
bahwa tersangka bersalah melakukan perbuatan pidana 
yang lain atau melakukan perbuatan-perbuatan pidana 
yang lebih banyak yang masuk pemeriksaan pengadilan 
negeri, yang diterangkan atau ditujukan dalam pasal di 
atas, maka perbuatan pidana yang lain yang lebih banyak 
itu, hendaklah dimasukkannya dalam ketetapannya, 
kecuali kalau Jaksa dalam tuntutan tersebut dengan tegas 
                                                          
51 Marwan Effendy, Kejaksaan Ri : Posisi dan Fungsinya dari perspektof Hukum, Jakarta, Pt 
Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 105 
52 Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum 
Acara Pidana, Lex Privatum, Vol.IV/No.2/Feb/2016, hlm.128 
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menyatakan bahwa ia tidak berkehendak melakukan 
tuntutan tentang perbuatan yang lain atau yang lebih itu.” 
 
Ketentuan pasal diatas, dapat kita analisa bahwa surat ketetapan 
ketua tersebut berisi tuntutan dari Penuntut Umum, namun apabila hasil 
surat pemeriksaan pendahuluan menyatakan bahwa terdapat perbuatan 
pidana lain yang belum dimasukkan, maka hal tersebut dimasukkan dalam 
surat ketetapan, kecuali Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan 
pidana tersebut tidak dimasukkan dalam penuntutan. Kewangan Penuntut 
Umum dalam hal ini merupakan kewenangan berdasarkan asas 
oportunitas.53 
 
b) Pasal 250 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan 
bahwa : 
“ (1) Bila ia menimbang, bahwa perbuatan itu tidak dapat 
dipandang sebagai kejahatan atau pelanggaran, atau tidak 
ada cukup alasan untuk menuntut tersangka, maka ia 
menerangkannya dalam ketetapannya dan ia menolak 
permintaan tuntutan supaya perkara itu diserahkan kepada 
persidangan serta supaya tersangka ditangkap atau 
ditahan lebih lanjut, jika ini dituntut. Ia memerintahkan 
supaya tersangka dengan segera dikeluarkan dari tahanan, 
jika tersangka dalam tahanan dan tidak harus ditahan 
karena alasan lain.” 
 
Ketentuan pasal diatas menyatakan, Penuntut Umum membuat 
ketetapan yang berisi penolakan untuk dilakukan penuntutan dan 
memerintahkan supaya tersangka tersebut segera dibebaskan atas dasar 
tidak adanya alasan yang cukup untuk dapat dilakukannya suatu 
penuntutan. 
 
c) Pasal 366 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa: 
“Segala penuntutan pidana tidak berlaku lagi atau batal karena 
amnesti atau abolisi, yang diberikan oleh Presiden sesudah 
meminta nasihat dari Mahkamah Agung menurut Pasal 107, 
ketiga dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik 
Indonesia.” 
 
                                                          
53 Penjelasan Pasal 250 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
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Oleh karena itu, kewenangan penuntutan terhadap suatu perkara 
tindak pidana menjadi batal atau hapus dikarenakan adanya pemberian 
amnesti atau abolisi oleh Presiden terhadap suatu perkara tindak pidana 
yang mengakibatkan perkara tersebut tidak dituntut. 
 
d) Pasal 367 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa: 
“ (1)  Aturan pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
menjadi, kecuali sekedar mengenai penuntutan denda atau 
perampasan barang-barang yang tertentu, dalam perkara 
pelanggaran tentang mata penghasilan dan sewa Negeri. 
(2) Tuntutan untuk membayar denda dan perampasan 
barang-barang yang tertentu, yang dilakukan kepada ahli 
waris atau wakil-wakil orang yang meninggal dunia dalam 
hal-hal tersebut di atas akan dihadapkan kepada Hakim 
dalam perkara perdata. 
(3) Pemeriksaan, memutuskan dan menjalankan 
diselenggarakan sesuai dengan cara perkara perdata yang 
biasa.” 
 
Ketentuan pasal 367 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) diatas, 
dapat kita analisa bahwa Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa apabila yang 
tertuduh telah meninggal dunia maka kewenangan untuk melakukan 
penuntutan menjadi hapus. Ketentuan Pasal 77 KUHP dikecualikan 
apabila tertuduh yang telah meninggal dunia tersebut dikenakan tuntutan 
denda atau perampasan denda, maka tuntutan tersebut dilakukan 
terhadap ahli waris atau wakil dari tertuduh yang telah meninggal dunia 
tersebut dengan cara diperiksa dan diputus berdasarkan hukum acara 
perdata. 
 
e) Pasal 371 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa: 
“Semua Jaksa-Jaksa dan semua Hakim-Hakim karena jabatannya 
harus menumpahkan perhatian tentang daluwarsa, meskipun hal 
ini tidak diminta oleh pesakitan-pesakitan.” 
 
Ketentuan pasal diatas, dapat kita analisa bahwa suatu perkara 
memiliki tenggang waktu atau daluwarsa tertentu, oleh karena itu dalam 
melaksanakan kewenangannya sebagai Jaksa dan Hakim harus 
memperhatikan adanya daluwarsa suatu perkara yang dapat 
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mengakibatkan gugurnya dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di 
pengadilan. 
 
Sedangkan Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum 
yang didasarkan atas Pasal 140 ayat (2) KUHAP, berbunyi : 
“ a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara 
ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut 
dalam surat ketetapan.  
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan 
bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. 
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada 
tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah 
tahanan negara, penyidik dan hakim. 
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum 
dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas disebutkan mengenai alasan suatu perkara 
pidana dapat dihentikan proses penuntutannya, yaitu : 
a. Tidak terdapat bukti yang cukup 
Apabila Penuntut Umum tidak memperoleh bukti yang cukup untuk 
melakukan penuntutan terhadap suatu perkara, maka Penuntut Umum 
berwenang melakukan penghentian penuntutan. Berdasarkan Pasal 183 
KUHAP menyatakan bahwa : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnyaa dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  
 
Ketentuan di atas menyatakan bahwa pelaku dinyatakan melakukan 
tindak pidana apabila terdapat adanya minimal dua alat bukti yang sah. 
Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: 
“(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa.” 
 
Oleh karena itu, jika Penuntut Umum berpendapat tidak adanya 
mininal dua alat bukti yang sah, maka berdasarkan kewenangannya 
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Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan 
alasan tidak terdapat cukup bukti. Pengaturan penghentian suatu perkara 
di negara common law seperti negara bagian Viktoria menerapkan aturan 
dengan menanyakan “is there a reasonable prospect of conviction?” yang 
berkaitan dengan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya bukti 
yang cukup terhadap pembuktian unsur-unsur pidana yang membangun 
“reasonable prospect of conviction” pada suatu perkara.54 Sedangkan di 
negara Inggris, Ashworth menyatakan bahwa terdapat panduan untuk 
melakukan penuntutan terhadap suatu perkara yaitu dengan “realistic 
prospect of conviction”.55 Pengaturan penghentian perkara baik di negara 
Viktoria, Inggris mapun Indonesia memiliki kesamaan dalam 
pertimbangan teori penghentian penuntutan yaitu suatu perkara tidak 
dapat dilakukan penuntutan atas dasar kurangnya alat bukti karena tidak 
adanya peluang perkara tersebut dijatuhkan hukuman pidana. 
 
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
Suatu peristiwa dikatakan sebagai peristiwa tindak pidana menurut 
Yulies Tiena Masriani yaitu suatu peristiwa yang menimbulkan akibat 
hukum apabila mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang.56 Sedangkan menurut Moeljatno, peristiwa tindak pidana 
yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdapat 
ancaman pidana tertentu.57 Setiap peristiwa tindak pidana pada 
hakekatnya terdiri dari unsur-unsur pokok tindak pidana yang harus 
dipenuhi, menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah 
sebagai berikut :58 
(1) Perbuatan serta akibat dari perbuatan tersebut 
(2) Keadaan yang menyertai perbuatan 
(3) Keadaan yang memberatkan pidana 
(4) Adanya unsur melawan hukum yang subyektif dan obyektif 
                                                          
54 Corn and Tudor, Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria, Thomson Reuters, 
Australia, 2009, hlm. 291 
55 Andrew Assworth, The Criminal Process, Oxford University, New York, 1998, hlm. 181 
56 Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 
120 
57 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59 
58 Ibid, Moeljatno, hlm. 69 
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Secara umum unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif adalah 
sebagai berikut :59 
a) Unsur pokok subyektif 
Adanya unsur kesalahan, baik atas kesengajaan atau kealpaan.  
b) Unsur pokok obyektif 
(1) Perbuatan  
(2) Akibat dari adanya suatu perbuatan yang dilakukan 
(3) Keadan saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah dilakukan 
perbuatan tersebut. 
(4) Adanya sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. 
 
Sehingga apabila dalam proses penuntutan terhadap suatu 
perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pokok adanya tindak 
pidana, maka Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penghentian 
penuntutan terhadap suatu perkara dengan alasan peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana. 
 
c. Perkara ditutup demi hukum  
Secara harfiah maksud dari frasa demi hukum adalah terciptanya 
suatu keadilan merupakan tujuan dari hukum.60 Frasa demi hukum dalam 
istilah latin disebut ipso jure, sedangkan dalam bahasa inggris disebut by 
the law itself  yang dapat diartikan hukum telah memerintahkan demikian 
adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain.61 Frasa ditutup demi 
hukum dalam pasal ini dapat diartikan bahwa suatu tindak pidana 
dihentikan oleh hukum itu sendiri dengan membebaskan terdakwa dari 
                                                          
59 BAB II Tinjauan Pustaka, http://repository.um-
palembang.ac.id/id/eprint/4133/2/502015170_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf, hlm. 
13, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 8.55 WIB 




kan%20tujuan%20terciptanya%20hukum, diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 14.55 WIB 
61  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019 
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm.8 
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tuntutan dan harus dihentikan dari segala tingkat pemeriksaan.62 Selain 
itu penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dilakukan terhadap 
suatu perkara agar kepastian dan kewibawaan hukum terjamin.63 Menurut 
Bagir berdasarkan pemahamannya, makna demi kepentingan hukum 
adalah demi kepentingan tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, 
apabila suatu perkara tetap dilanjutkan maka tujuan dari hukum tersebut 
tidak akan tercapai.64 M Yahya Harahap juga memberikan 3 contoh alasan 
dalam memaknai demi kepentingan hukum, yaitu terdakwa meninggal 
dunia, nebis in idem, dan daluwarsa.65 Selain itu menurut pendapat 
Lamintang, penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dilakukan 
terhadap tindak pidana yang terdapat vervorlgingsuitsluitingsgroden atau 
dasar-dasar meniadakan penuntutan.66 Adanya dasar-dasar yang 
meniadakan penuntutan memberikan kemungkinan hapusnya 
kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap 
tindak pidana.67 Dasar-dasar meniadakan penuntutan yang diatur di 
dalam undang-undang, antara lain : 
1) Pasal 75 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : 
“Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik 
kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan 
diajukan.” 
 
Pengaturan tentang delik aduan, Samidjo mengemukakan bahwa 
delik aduan merupakan delik yang akan diadili apabila orang yang 
terkena kejahatan melakukan pengaduan.68 Namun apabila tidak ada 
pengaduan, maka Penuntut Umum tidak akan melakukan penuntutan 
terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. 
Berdasarkan Pasal 75 KUHP, delik aduan dapat ditarik kembali dalam 
                                                          
62 Romel Legoh, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, Skripsi, Lex et Societatis, Vol. 
II/No. 2/Februari/2014, hlm. 40 
63 M. Herja, Paham Triyoso, dan Alfons Zakaria, Op.cit, hlm. 11 
64 Ali, Menafsirkan Rumusan “Demi Kepentingan Hukum” Dalam KUHAP, Hukum Online.com, 
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65 Ibid  
66 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.45 
67 Log.cit, Daniel Ch. M. Tampoli 
68 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm.154 
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jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. R. Soesilo 
mengatakan bahwa delik aduan yang telah diajukan kemudian 
dicabut kembali, maka tidak dapat diajukan lagi.69 Akibat hukum dari 
pencabutan pengaduan tersebut adalah Penuntut Umum batal 
melakukan penuntutannya.70 
 
2) Pasal 76 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : 
“ (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin 
diulang, orang tidak boleh dituntut dua kali karena 
perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya 
telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. 
Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim 
pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang 
mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. 
(2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim 
lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak 
pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan 
dalam hal : 
1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau 
lepas dan tuntutan hukum; 
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani 
seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang 
untuk menjalankannya telah hapus karena 
daluwarsa.” 
 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 KUHP tersebut dikenal 
dengan asas nebis in idem, yaitu terhadap suatu perkara yang telah 
berkekuatan hukum tetap atas putusan hakim, maka perkara 
tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan lagi untuk kedua kalinya.71 
Suatu perkara tidak diperiksa untuk kedua kalinya berdasarkan asas 
nebis in idem, apabila suatu perkara tersebut memenuhi syarat 
berikut:72 
(a) Perbuatan yang didakwakan untuk kedua kalinya sama dengan 
dakwaan terdahulu. 
                                                          
69 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 
Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1996, hlm. 89 
70 Eva Acjani, Gugurnya Hak Menuntut, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 11 
71 Roni Wijayanto, S.H., M.H., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, 
Hlm. 368-370 
72 Dzainuddin A. Jusuf, Gugurnya Hak Menuntut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas Nebis In 
Idem (Kajian Pasal 76 KUHP), Jurnal Unsrat, Lex Privatium, Vol.IV/No.7/Ags/2016, hlm. 96 
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(b) Tersangka/terdakwa yang didakwakan untuk kedua kalinya 
sama. 
(c) Adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 
tindak pidana yang sama. 
 
Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap 
tersebut dapat berupa : 
(1) Putusan bebas (Vrijspraak) 
Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas yaitu 
putusan terhadap perbuatan yang didakwakan atas kesalahan 
terdakwa yang tidak terdapat cukup bukti.73 
(2) Putusan lepas dari segala penuntutan (Onslag Van Recht 
Vervolging) 
Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, putusan lepas adalah 
putusan terhadap perbuatan yang didakwakan atas kesalahan 
terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan peristiwa 
tindak pidana.  
(3) Putusan pemidanaan (Veroordeling) 
Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidaan  
adalah putusan terhadap perbuatan yang didakwakan atas 
kesalahan terdakwa terbukti suatu perbuatan tindak pidana. 
 
Oleh karena itu, apabila putusan hakim terhadap tindak pidana 
yang sama telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan asas 
nebis in idem Penuntut Umum tidak dapat melakukan penuntutan 
untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.  
 
3) Pasal 77 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : 
“Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh 
meninggal dunia.” 
 
                                                          
73 Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan , Pemberatan dan Peringanan, 
Kejahatan, Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 
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Hapusnya kewenangan Penuntut Umum untuk menjalankan 
penuntutan dalam pasal ini terdapat satu prinsip bahwa penuntutan 
terhadap suatu tindak pidana itu ditujukan kepada pribadi si pelaku 
tindak pidana.74 Oleh karena itu apabila pelaku yang tertuduh 
melakukan tindak pidana telah meninggal dunia, maka akibatnya 
adalah kewenangan Penuntut Umum dalam hal penuntutan menjadi 
hapus. 
 
4) Pasal 78 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : 
“ (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena 
daluwarsa: 
1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang 
dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana 
denda, pidana kurungan, atau pidana penjara 
paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana 
penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas 
tahun; 
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 
delapan belas tahun. 
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan 
umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing 
tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 
sepertiga.” 
 
Ketentuan dari Pasal 78 KUHP menyatakan bahwa penuntutan 
terhadap tindak pidana dapat hapus karena alasan daluwarsa. E.Y. 
Kanter dan Sianturi juga mengatakan bahwa semua pelaku tindak 
pidana harus dituntut, namun baik secara umum maupun khusus 
undang-undang menentukan adanya penghapusan penuntutan 
dalam hal tertentu, salah satunya daluwarsa.75 Tenggang daluwarsa 
atas suatu tindak pidana dapat dihapus proses penuntutannya 
didasarkan atas berat ringannya ancaman pidana dari tindak pidana 
yang diperbuat. Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak-anak hapusnya penuntutan karena daluwarsa dikurangi 
                                                          
74 Ibid, R.Soesilo, hlm 91 
75 E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Bumi Aksara, 
Jakarta, 1982, hlm.33 
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sepertiga berdasarkan ketentuan yang dirumuskan Pasal 78 ayat (1). 
Semakin berat ancaman pidananya maka semakin lama masa 
daluwarsanya, hal tersebut sejalan dengan pandangan masyarakat 
bahwa semakin berat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 
maka semakin lama ingatan dan penderitaann yang dirasakan korban 
serta masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.76 
Ketentuan waktu dimulainya perhitungan tenggang daluwarsa 
terhadap tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 KUHP 
adalah pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan, kecuali dalam hal 
sebagai berikut : 
“ 1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, 
tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang 
dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan; 
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329,330, 
dan, 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang 
yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atu 
meninggal dunia; 
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 
Pasal 558a, tenggan dimuali pada hari sesudah daftar-
daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, 
menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa 
register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor 
panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor 
tersebut.” 
 
Oleh karena itu, apabila suatu tindak pidana yang telah dilakukan 
oleh seseorang telah daluwarsa sesuai ketentuan dalam pasal 78 
KUHP, maka kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum tidak 
dapat dilakukan atau hapus karena daluwarsa. 
 
5) Pasal 82 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut : 
“ (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam 
dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau 
dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah 
dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu 
oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang 
diterapkan olehnya. 
                                                          
76 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 
hlm. 176 
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(2) Jika disamping pidana denda ditentukan perampasan, 
maka barang yang dikenai perampasan harus 
diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut 
taksiran pejabat dalam ayat (1). 
(3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, 
pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan 
menuntut pidana terhadap pelanggaran yang 
dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) 
dan ayat (2) pasal ini. 
(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku 
bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat 
melakukan perbuatan belum berumur enam belas 
tahun.” 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHP hapusnya hak penuntutan 
dapat dilakukan terhadap pelanggaran dengan ancaman pidana 
denda, denda maksimum telah dibayarkan, dan apabila perkara 
tersebut sudah diajukan ke tahap penuntutan, maka ongkos 
perkaranya sekaligus dibayarkan.77 Penyelesain perkara pidana 
dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat dilakukan di luar 
pengadilan (afdoening buiten process). Di dalam KUHP penyelesaian 
perkara di luar pengadilan ini diatur dalam Pasal 82 KUHP yang 
disebut sebagai afkoop bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam 
penuntutan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana 
denda dapat hapus apabila secara sukarela pelaku membayar 
maksimum denda serta biaya yang telah dikeluarkan apabila 
penuntutan telah dimulai.78 Apabila pelaku yang telah melakukan 
perbuatan pelanggaran membayar dendanya pada waktu dan tempat 
yang telah ditentukam oleh Penuntut Umum, maka kewenangan 
Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan telah hapus. Namun 
apabila dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan pelaku tidak 
memenuhi secara sukarela untuk membayar denda, hak penuntutan 
dapat timbul kembali oleh Penuntut Umum.79 Mekanisme dengan 
pembayaran denda tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap 
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tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan dan pidana 
penjara.80 
 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia juga mengatur kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan 
penghentian penuntutan yang dirumuskan dalam Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa,81 
“Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” Kewenangan 
penghentian penuntutan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tersebut dikenal dengan asas oportunitas yang merupakan 
wewenang Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap 
suatu perkara dikarenakan terdapat kepentingan umum yang menghendaki 
agar perkara tersebut dikesampingkan atau dihentikan proses penuntutannya, 
meskipun perkara tersebut terdapat alasan untuk dilimpahkan ke 
pengadilan,82 namun demi kepentingan umum perkara tersebut 
dikesampingkan.83 Supomo berpendapat, bahwa baik di Belanda maupun di 
Hindia Belanda berlakunya asas oportunitas dalam penuntutan berarti 
Penuntut Umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan apabila 
dianggap penuntutan itu tidak ada gunanya bagi kepentingan umum.84 
Pengaturan asas oportunitas dalam sejarah hukum acara pidana di 
Indonesia telah ada sejak sebelum zaman kolonial sebagai hukum tidak 
tertulis.85 Dalam perkembangan sejarahnya asas oportunitas tersebut 
dikodifikasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa 
“Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan 
umum.”86 Kemudian pada masa orde baru terdapat pembaharuan hukum yang 
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diatur dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “menyampingkan perkara demi 
kepentingan umum”.87 Selanjutnya pada masa reformasi asas oportunitas 
yang diatur dalam Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 
diubah menjadi Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republlik Indonesia yang berlaku sampai saat ini. 
Berdasarkan penjelasan sejarah penghentian penuntutan dalam hukum 
positif di Indonesia dapat kita analisa bahwa setelah Indonesia merdeka, 
alasan Penuntut Umum melakukan kewenangan penghentian penuntutan 
terhadap suatu perkara yang diatur oleh undang-undang yaitu berdasarkan 
demi kepentingan umum dan demi kepentingan hukum.88 Penghentian 
penuntutan demi kepentingan umum tidak sama pengertiannya dengan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, hal tersebut dikarenakan 
hukum tidak hanya mengatur kepentingan umum namun juga kepentingan 
individu.89 Penghentian penuntutan demi kepentingan umum yang didasarkan 
atas kepentingan negara dan kepentingan masyarakat tersebut90, nantinya 
tidak dapat diajukan penuntutan kembali ke persidangan untuk dilakukan 
penuntutan.91 Sedangkan suatu perkara yang dihentikan penuntutannya demi 
kepentingan hukum, dilakukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan 
oleh undang-undang sehingga tidak dapat diajukan kembali untuk dilakukan 
penuntutan.  
Seiring perkembangan hukum dalam masyarakat, kewenangan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum memiliki perluasan makna 
untuk memenuhi kebutuhan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, 
khususnya korban dan pelaku tindak pidana. Namun perluasan makna demi 
kepentingan hukum dalam penghentian penuntutan belum dijelaskan secara 
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pasti dalam peraturan perundang-undang, sehingga masih menjadi 
perdebatan terkait perluasan makna demi kepentingan hukum. Perluasan  
makna demi kepentingan hukum sebagai pemenuhan kebutuhan keadilan dan 
kemanfaatan bagi masyarakat didasarkan atas konsep pemidanaan yang saat 
ini berlaku dianggap belum menjamin keadilan bagi pelaku, korban, dan 
masyarakat,92 karena baik selama pemidanaan berlangsung sampai 
pemidanaan telah selesai dijalankan, dianggap belum mencapai adanya 
pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban.93 Proses penuntutan 
seharusnya tidak hanya menerapkan hukum formil namun juga harus 
memberikan kepuasan kepada korban dengan memperhatikan kepentingan 
korban yang dilanggar serta menerapkan nilai yang diakui dan hidup di dalam 
masyarakat. Apabila dalam proses penuntutan bersifat terlalu formal yang 
hanya bertujuan untuk kepastian hukum, bisa saja akan mengakibatkan 
ketidakadilan dalam penyelesaian perkara.94 Penuntutan dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip dominus litis yaitu hak 
monopoli negara,95 yang berarti kepentingan korban dalam hal penuntutan 
diwakili oleh negara, sehingga suatu tindak pidana dipandang sebagai konflik 
antara pelaku dengan negara yang membuat posisi korban secara langsung 
dari adanya tindak pidana kehilangan perannya.96 Selain itu hak masyarakat 
yang diambil alih oleh negara dalam hal penuntutan ini lebih kepada sistem 
pembalasan yang berakibat kepentingan korban dilupakan dalam hal 
menuntut hak-haknya atas akibat dari suatu tindak pidana.97 Kepentingan hak 
korban seharusnya diperhatikan dalam hal pentuntutan untuk menentukan 
besar kecilnya pembalasan atau ganti rugi yang sesuai dengan harapan 
korban. Sunarta berpendapat bahwa terdapat masalah dalam proses 
                                                          
92 Mudzakir, Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya, Macanan 
Jaya Cemerlang, Jakarta, 2013, hlm. 28 
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Hukum, Volume 28, Nomor 1, februari 2016, hlm 34 
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penegakan hukum yaitu pada perkara tindak pidana dengan nilai kerugian 
kecil yang terpaksa dilakukan penuntutan dan diserahkan ke pengadilan 
padahal korban dan pelaku ingin berdamai dan tidak ingin melanjutkan ke 
persidangan, namun dikarenakan tidak ada alasan yuridis untuk menghentikan 
perkara tersebut maka penuntutan harus dilanjutkan ke persidangan.98 Oleh 
karena itu perlu adanya pembaharuan hukum dalam proses penghentian 
penuntutan dengan menggunakan konsep keadilan restoratif. 
Keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian suatu perkara pidana 
dengan menitikberatkan adanya partisipasi dari pelaku, korban, dan 
masyarakat untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya 
peristiwa tindak pidana tersebut.99 Tonny Marshal mengungkapkan bahwa 
proses keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam 
suatu penyelesaian perkara untuk menyikapi akibat yang ditimbulkan serta 
implikasi dimasa depan.100 Bagir Manan berpendapat prinsip-prinsip keadilan 
restoratif yaitu mengedepankan adanya partisipasi para pihak seperti pelaku, 
korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara adil 
bagi semua pihak.101 Dalam istilah lain keadilan restoratif dapat disebut “non 
state justice system” yaitu ketidakikutsertaan negara dalam proses 
penyelesaian perkara pidana,102 namun peran para pihak yang bersangkutan 
sebagai akibat dari tindak pidana yang ikut serta dalam proses penyelesaian 
perkara. Braithwaite mengatakan Indonesia merupakan sumber daya keadilan 
restoratif,103 karena keadilan restoratif memiliki karateristik yang sama dengan 
hukum adat di Indonesia yaitu memiliki sifat kekeluargaan sehingga dalam 
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penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cara damai.104 Hukum adat juga 
memiliki tujuan untuk memulihkan kembali keadaan hukum yang tidak 
memberikan penghukuman.105 Maka bisa dikatakan bahwa praktek keadilan 
restoratif sudah ada dan menjadi tradisi Indonesia sejak dahulu yaitu 
penyelesaian perkara dengan musyawarah. Marc Leuven berpendapat bahwa 
penyelesaian perkara dengan pendekatan yang dahulu dianggap kuno, 
sekarang penyelesaian perkara dengan pendekatan dianggap progresif.106 
Keadilan restoratif, menurut Muladi107 memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap orang lain dan 
dipandang sebagai konflik; 
b. Fokus kepada pemecahan masalah dan pertanggung jawaban pelaku; 
c. Sifat normatif berdasarkan dialog dan negosiasi yang ditunjukkan dengan 
rasa bersalah dan menyesal oleh pelaku kepada korban; 
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan dengan adanya rekonsiliasi, restorasi; 
e. Keadilan dinilai atas dasar hasil hubungan antar para pihak; 
f. Fokus pada perbaikan luka sosial; 
g. Masyarakat merupakan fasilitator dalam restoratif; 
h. Adanya peran korban dan pelaku dalam penentuan penyelesaian masalah 
serta hak-hak kebutuhan korban, dan pelaku didorong untuk bertanggung 
jawab; 
i. Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya diarahkan untuk ikut 
memutuskan hasil yang terbaik; 
j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh; 
k. Stigma negatif dalam masyarakat dapat dihapus dengan keadilan 
restoratif. 
 
Hal tersebut diatas bertolak belakang dengan sistem peradilan pidana 
kovensional di Indonesia saat ini yang menggunakan konsep pemidanaan 
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keadilan restributif dan restitutif dalam penuntutan untuk penyelesaian suatu 
perkara. Berikut perbedaan keadilan restributif, keadilan restitutif, keadilan 
restoratif dalam penyelesaian suatu perkara, menurut Mahmud Mulyadi : 
 
Table 2.1 
Perbedaan Keadilan Restributif, Keadilan Restitutif, Keadilan 
Restoratif Dalam Penyelesaian Suatu Perkara108 
No. Keadilan Restributif Keadilan Restitutif Keadilan Restoratif 
1.  Orientasi keadilan 
kepada pelaku dan 








umum seperti korban, 
keluarga korban, dan 
masyarakat 
2.  Kejahatan dianggap 
pelanggaran terhadap 
negara 
 Kejahatan dianggap 
pelanggaran hak 
individu 
3.  Korban adalah negara  Korban adalah orang 
yang dirugikan secara 
langsung dari tindak 
pidana tersebut dan 
masyarakat 





 Menyelesaikan konflik 
dengan 
mempertemukan 
korban dan pelaku 
untuk 
mempertanggung 
jawabkan akibat dari 
perbuatan pelaku  
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5.  Posisi pelaku sebagai 
objek dan korban 
bersifat pasif 
 Posisi pelaku sebagai 
subjek dan korban 
bersifat aktif 
Sumber : Bahan hukum primer, diolah, 2021 
 
Penjelasan konsep keadilan restoratif di atas, berfokus pada tindakan 
yang menimbulkan rasa keadilan dan pemulihan kembali konflik yang tidak 
menempatkan pelaku sebagai objek,110 sehingga memberikan peluang kepada 
korban dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian perkara 
sehingga kepentingannya tidak terabaikan.111 Oleh karena itu untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan pemulihan kembali keadaaan 
seperti semula sebelum adanya tindak pidana dan tidak berorientasi pada 
pembalasan serta adanya keseimbangan perlindungan kepentingan antara 
pelaku dan korban, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif.  
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut 
dilaksanakan atas dasar kepentingan hukum. Pengaturan tentang 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum tersebut diatur dalam Pasal 
3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi 
sebagai berikut:  
“(1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan 
hukum. 
(2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam 
hal: 
a. Terdakwa meninggal dunia; 
b. Kedaluwarsa penuntutan pidana; 
c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap terhadap sesorang atas perkara yang sama 
(nebis in idem); 
d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik 
kembali; atau 
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e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening 
buiten process). 
(3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: 
a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda 
dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 
b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan 
menggunakan pendekatan keadilan restoratif. 
(4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan 
pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b menghentikan penuntutan. 
(5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
sebagimana dimaksud pada ayar (4) dilakukan oleh Penuntut 
Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara 
berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.” 
 
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat kita analisa bahwa Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut telah 
memperluas makna pada penghentian penuntutan demi kepentingan hukum. 
Perluasan makna tersebut disebutkan bahwa dalam Pasal 3 Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum dapat dilakukan atas dasar keadilan 
restoratif. Penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan 
keadilan restoratif tersebut dilakukan dengan lebih mengutamakan adanya 
penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan 
restoratif yang memiliki tujuan dalam hal pemulihan kembali keadaan antara 
pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat sehingga perkara tersebut dapat 
dihentikan proses penuntutannya. Kejaksaan juga memperhatikan asas 
peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta dalam menjalankan tugas 
dan wewenanganya termasuk penuntutan dengan keadilan restoratif 
dilakukan berdasarkan hukum dan hati nurani.112 Sudah saatnya Kejaksaan 
sebagai lembaga berasaskan dominus litis menerapkan keadilan restoratif 
dalam penghentian penuntutan demi kepentingan hukum tersebut terhadap 
perkara yang dianggap tidak layak untuk dilakukan penuntutan, seperti kasus 
Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao yang kemudian diketahui 
oleh mandor perkebunan, meskipun sudah meminta maaf dan menyerahkan 
3 buah kakao tersebut kepada mandor perkebunan, namun mandor tetap 
                                                          
112 Anggara dan Riesta Aldilah, Op.cit, diakses pada tanggal 26 November 2020 pukul 17.29 
  48 
melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian dan setelah tiga bulan kemudian 
kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk memenuhi kepastian 
hukum.113 Padahal kerugian yang dialami korban hanya Rp 30.000 dan pelaku 
sudah meminta maaf sekaligus mengembalikan buah kakao kepada mandor 
perkebunan. Seharusnya kasus semacam tersebut diupayakan untuk 
dilakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan 
keadilan restoratif agar tidak hanya untuk kepastian hukum saja namun juga 
terciptanya suatu keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku, korban, dan 
masyarakat yang merupakan tujuan dari hukum.  
Berdasarkan penjelasan makna penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum dalam hukum positif di Indonesia, suatu penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum dimaknai sebagai penghentian 
penuntutan yang dilakukan atas dasar alasan-alasan yang meniadakan 
penuntutan yang diatur oleh undang-undang, seperti dicabutnya aduan pada 
delik aduan, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, daluwarsa, 
pembayaran denda terhadap pelanggaran, dan keadilan restoratif yang 
mengutamakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan 
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B. Konsep Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Yang 
Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif 
Konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 
muncul atas ketidakpuasan akan kebutuhan keadilan dan kemanfaatan bagi 
masyarakat khususnya korban dan pelaku tindak pidana, sehingga proses 
penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif diharapkan dapat 
menghentikan perkara tersebut dengan mekanisme penghentian penuntutan. 
Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam 
hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan demi kepentingan hukum. 
Berlakunya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tersebut dalam proses penghentian penuntutan memiliki beberapa kelemahan 
sebagai peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari segi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu peraturan diatur dalam 
bentuk tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum serta 
dibentuk dan ditetapkan oleh suatu lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.114 Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia tersebut 
membentuk suatu bangunan piramida yang berlapis-lapis.115 Absahnya norma 
hukum tersebut apabila tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih 
tinggi, yang digunakan sebagai sumber dan dasar pembentukan norma 
dibawahnya.116 Berlakunya norma hukum dengan piramida berlapis tersebut 
untuk menentukan derajat norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum 
yang lebih rendah, sehingga apabila terdapat pertentangan norma dalam 
suatu peraturan, maka norma hukum yang dinyatakan berlaku ialah yang lebih 
tinggi derajatnya.117 Selain itu terdapat hierarki dalam peraturan perundang-
undangan yang menurut teori para ahli seperti Hans Kelsen, Hans Nawiasky, 
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Stufenbau, dan Fuller menyatakan bahwa mereka menghendaki adanya 
peraturan hukum yang berlapis untuk menunjukkan bahwa penerapan hierarki 
dalam peraturan perundang-undangan sangat penting bagi Indonesia sebagai 
negara hukum.118 Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur 
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi : 
“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." 
 
Berdasarkan ketentuan diatas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 memiliki kedudukan di luar hieraki peraturan 
perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Namun dalam Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, yang menyatakan bahwa : 
“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahakamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang 
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangannya.” 
 
                                                          
118 Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Lex Administratum, Vol. 
VI/No. 3/Jul-Ags/2018, hlm. 115-116, 
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Hal tersebut diatas berarti, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 merupakan peraturan perundang-undangan yang 
dikeluarkan oleh lembaga Kejaksaan yang diakui keberadaanya sebagai salah 
satu jenis peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Namun apabila kita analisa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang 
terdapat dalam peraturan KUHAP, bahwa dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum tidak mengatur adanya 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif seperti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020. Sehingga Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 sebagai peraturan yang lebih rendah kedudukannya 
telah bertentangan dengan norma hukum yang ada pada KUHAP sebagai 
peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan asas lex superior 
derogat lex inferior yang mengandung arti bahwa peraturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya, sehingga 
peraturan yang lebih rendah kedudukannya tersebut tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi.119 Maka atas dasar asas tersebut 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak memiliki 
landasan keberlakuan sebagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
Selain itu, asas yang digunakan sebagai landasan Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut terdapat kekaburan 
norma. Ketentuan asas yang digunakan sebagai landasan peraturan tersebut 
dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020, yang berbunyi : 
“Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
dilaksanakan dengan berasaskan : 
a. Keadilan; 
b. Kepentingan umum; 
c. Proporsionalitas; 
d. Pidana sebagai jalan terakhir; 
e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.” 
                                                          
119 Diah Ratu Sari Harahap, Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Dalam Pengaturan 
Penanganan Fakir Miskin, Seminar Nasional P4M UNAS, 3 April 2018, hlm. 95, 
http://repository.unas.ac.id/262/1/PROSIDING%20DIAH%20R.pdf, diakses pada tanggal 25 April 
2021 pukul 13.15 WIB 
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Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020, bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan 
hukum berdasarkan keadilan restoratif didasarkan asas kepentingan umum. 
Pada penjelasan tentang penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
diatas tidak sama pengertiannya dengan penghentian penuntutan demi 
kepentingan umum. Apabila Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 tersebut berasaskan kepentingan umum, maka dalam hal ini 
termasuk suatu kewenangan Jaksa Agung berdasarkan asas oportunitas yang 
melaksanakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Oleh 
karena itu terdapat kekaburan norma pada asas yang digunakan dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang dapat 
mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalankan 
kewenangan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan 
keadilan restoratif.  
Pada ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Rancangan Undang-
Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), 
ketentuan mengenai penghentian penuntutan yang mencerminkan keadilan 
restoratif dirumuskan dalam Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP, yang berbunyi : 
 “Kewenangan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan jika : 
a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; 
b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat tahun); 
c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana 
denda; 
d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 
(tujuh puluh) tahun; dan/atau  
e. Kerugian sudah diganti.” 
 
Ketentuan Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP di atas telah mencerminkan 
konsep keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan dengan ganti 
kerugian yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari pelaku kepada 
korban atas perbuatannya. Namun menurut penulis, konsep keadilan restoratif 
pada Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP kurang dilengkapi dengan adanya peran 
pelaku, korban, dan masyarakat serta adanya pemulihan kembali keadaan 
dalam penyelesaian suatu perkara. Karena menurut Van Ness, yang dikutip 
oleh Mudzakkir tentang ciri keadilan restoratif, bahwa para pihak harus 
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berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara agar tidak selalu diwakili 
oleh negara yang mengesampingkan kepentingan lain,120 sehingga dalam 
proses penyelesaian perkara tidak ada pembalasan karena rasa dendam akibat 
ketidakadilan yang dirasakan korban dan dapat mengembalikan keadaan 
seperti semula. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP tersebut diatas 
mengatur ketentuan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 42 ayat (2) RUU 
KUHAP, yang berbunyi : 
“Penuntut Umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau 
dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan 
syarat maupun tanpa syarat.”   
 
Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP tersebut mengatur kewenangan Penuntut 
Umum dalam melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum 
yang merupakan kewenangan berdasarkan asas oportunitas. Sehingga 
berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP tersebut, kriteria tindak 
pidana yang dapat dihentikan proses penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif dalam Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP, merupakan kriteria yang harus 
dipenuhi dalam melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan umum. 
Namun menurut penulis ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif dalam Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP diatas sebaiknya 
dilakukan demi kepentingan hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu 
keadilan. Oleh karena itu, penormaan baru yang dirumuskan oleh penulis pada 
ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP, adalah sebagai berikut:  
“ (2) Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan 
demi kepentingan umum dan/atau demi kepentingan hukum.  
(3)  Kewenangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan 
demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif, jika : 
a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; 
b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat tahun); 
c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana 
denda; 
d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di 
atas 70 (tujuh puluh) tahun;  
e. Kerugian sudah diganti; 
                                                          
120 Sinta, BAB II Tinjauan Umum, hlm. 26, https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1203005217-3-
SKRIPSI%203.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 20.21 WIB 
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f. Melibatkan kepentingan pelaku dan korban; 
g. Respon positif masyarakat; 
h. Pemulihan kembali keadaan seperti semula.” 
  
Pada ketentuan Pasal 52 RUU KUHAP juga mengatur alasan-alasan suatu 
tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan, yaitu sebagai berikut: 
“Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima jika tindak pidana 
yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut : 
a. ne bis in idem; 
b. apabila terdakwa meninggal dunia; 
c. sudah lewat waktu; 
d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; 
e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah 
f. dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku 
berdasarkan 
g. putusan pengadilan; 
h. bukan tindak pidana; atau 
i. terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada 
waktu melakukan tindak pidana.” 
 
Ketentuan dalam Pasal 52 RUU KUHAP diatas merupakan alasan penghentian 
penuntutan yang mencerminkan penghentian penuntutan demi kepentingan 
hukum. Sehingga dalam RUU KUHAP nantinya, pengaturan penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum berbeda pengaturannya dengan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang berlandaskan 
keadilan restoratif. 
Sedangkan dalam RUU Kejaksaan, pada Pasal 30 ayat (1) huruf f RUU 
Kejaksaan yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang 
dalam bidang pidana, yaitu “f. Melakukan mediasi penal”. Menurut Martin 
Wright, mediasi penal merupakan proses penyelesaian dengan 
mempertemukan korban dan pelaku yang dibantu oleh pihak ketiga, untuk 
memudahkan korban dalam menyampaikan kepentingannya kepada pelaku, 
sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.121 Secara 
umum mediasi penal terbagi menjadi dua macam, yaitu restorative model dan 
judicial model.122 Judicial model merupakan proses mengumpulkan pelaku dan 
korban disertai mediator untuk mendiskusikan penyelesaian masalah 
                                                          
121 Martin Wright, dalam Marc Groenhuijsen, 1999, Victim-Offender-Mediation: Lagal And 
Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions, Leuven, hlm.1 
122 Aniek Periani, Mediasi Penal Terhadap Kejahatan Seksual, Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala 
Hukum, hlm. 9, https://media.neliti.com/media/publications/23190-ID-mediasi-penal-terhadap-
kejahatan-seksual.pdf, diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 15.06 WIB 
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berdasarkan catatan kejahatan dengan maksud menentukan siapa yang benar 
dan siapa yang salah, kemudian mediator menyarankan solusi yang logis.123 
Sehingga berdasarkan dua macam model mediasi penal diatas, konsep 
keadilan restoratif merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan mediasi 
penal, maka ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf f RUU Kejaksaan tersebut 
sudah mengarah pada konsep keadilan restoratif. Namun menurut pendapat 
penulis, pelaksanaan mediasi penal dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f RUU 
Kejaksaan tersebut perlu disempurnakan kembali dengan mengkhususkan 
pelaksanaan mediasi penal menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut 
untuk menghindari Penuntut Umum dalam menafsirkan secara berbeda 
makna dari pelaksanaan mediasi penal tersebut. Sehingga menurut penulis, 
penormaan pada Pasal 30 ayat (1) huruf f RUU Kejaksaan seharusnya sebagai 
berikut, bahwa “f. Melakukan mediasi penal berdasarkan keadilan restoratif”. 
Penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 ini dalam pelaksanaannya memiliki batasan terhadap syarat-
syarat pada tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Batasan syarat tersebut 
dirumuskan dalam beberapa ayat pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, bahwa : 
“(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan 
penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal 
terpenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau 
diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) 
tahun; dan 
c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai 
kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak 
lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).  
(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat 
kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut 
pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala 
Cabang Kejaksaan Negari atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat 
dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 
dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf 
b atau huruf c. 
                                                          
123 ibid, hlm. 10 
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(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, 
nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. 
(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan 
pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. 
(5) Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat 
kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan 
persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala 
Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan 
berdasarkan Keadilan Restoratif.” 
 
Berdasarkan syarat-syarat diatas, contoh jenis tindak pidana yang dapat 
dihentikan penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif diantaranya adalah pencurian ringan yang termuat dalam Pasal 364 
KUHP, yang berbunyi : 
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” 
 
Ketentuan Pasal 364 KUHP diatas berisi ancaman pidana kurang dari lima 
tahun disertai barang hasil pencurian tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 25,00 
(dua puluh lima rupiah). Apabila unsur-unsur Pasal 364 KUHP dilakukan oleh 
seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka dapat 
dilakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan 
keadilan restoratif. Dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian 
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP juga 
menjelaskan bahwa pencurian dengan kerugian di bawah Rp 2.500.000 tidak 
perlu dilakukan penahanan.124  
Kemudian tindak pidana penganiayaan ringan dalam Pasal 352 ayat (1) 
KUHP, yang berbunyi : 
“Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan 
                                                          
124 Muhammad Soma Karya Madari, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Deda 
Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2 
Desember 2013. ISSN: 2356-1440, hlm. 338, https://media.neliti.com/media/publications/40870-
ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf, 
diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 10.50 WIB 
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ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan 
kejatahan itu terhadap orang yang melakukan kejahatan itu terhadap 
orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.” 
 
Apabila seseorang yang belum pernah melakukan tindak pidana, kemudian 
melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 352 ayat (1) KUHP  
dengan ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun, maka Penuntut Umum 
dapat melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan pasal ini dapat dikecualikan atas 
syarat barang bukti atau kerugian dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 
2.500.000, karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang 
dilakukan terhadap tubuh seseorang. 
Selanjutnya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan 
yang dirumuskan dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : 
“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan 
orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” 
Ketentuan pasal diatas, apabila dilakukan oleh seseorang yang baru pertama 
kali melakukan tindak pidana atas dasar kealpaan, maka tindak pidana 
tersebut oleh Penuntut Umum dapat dihentikan proses penuntutannya demi 
kepentingan umum berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan Pasal 360 ayat 
(1) KUHP tersebut dapat dikecualikan atas syarat minimal kerugian dari tindak 
pidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan 
terhadap tubuh seseorang. Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan 
Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, tindak pidana yang 
dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan dilakukan atas dasar kealpaan 
yang menurut pertimbangan Penuntut Umum terdapat keadaan yang bersifat 
kasuistik, maka berdasarkan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri perkara 
tersebut tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan demi kepentingan 
hukum berdasarkan keadilan restoratif.  
Ketentuan mengenai syarat suatu tindak pidana dapat dilakukan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif yang telah disebutkan pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), ayat (5) Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
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diatas juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang dirumuskan dalam 
Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020, bahwa : 
“(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian 
penuntutan berdasarkan Keadilan Restratif dilakukan dengan 
memenuhi syarat : 
a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang 
dilakukan Tersangka dengan cara : 
1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana 
kepada Korban; 
2. Mengganti kerugian Korban; 
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak 
pidana; dan/atau 
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat 
tindak pidana; 
b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan 
Tersangka; dan 
c. Masyarakat merespon postif.  
(7) Dalam hal disepakati Korban dan tersangka, syarat pemulihan 
kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) huruf a dapat dikecualikan;” 
 
Syarat-syarat yang termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan 
Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diatas merupakan 
syarat dipenuhinya konsep keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan 
demi kepentingan hukum, karena telah memuat prinsip-prinsip konsep 
keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dengan cara penghentian 
penuntutan. Namun tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif, 
sehingga terdapat batasan-batasan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, bahwa : 
“(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 
dikecualikan untuk perkara : 
a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden 
dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat 
serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; 
b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 
minimal; 
c. Tindak pidana narkotika; 
d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan 
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e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.” 
 
Ketentuan jenis tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif dalam 
pasal diatas, merupakan suatu jenis tindak pidana yang perbuatannya tidak 
dipandang sebagai konflik antara pelaku dengan korban individu, namun 
konflik antara pelaku dengan negara. Sehingga sulit untuk dilakukan 
pemulihan keadaan seperti semula dengan cara perdamaian dan ganti 
kerugian antara tersangka dan negara. Pada pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan 
Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menyatakan 
bahwa kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut bernilai tidak 
lebih dari Rp. 2.500.000 untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan kerugian atas 
tindak pidana diatas tidak semua menimbulkan kerugian berupa materi. Hal 
tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian bagi 
negara yang menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat. Kemudian 
tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal merupakan ancaman 
pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri terkait batas 
minimal ancaman pidana, maka baik Penuntut Umum maupun Hakim tidak 
dapat memberikan tuntutan pidana dan putusan di bawah dari ancaman 
pidana minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga tindak 
pidana yang dikenakan sanksi dengan ancaman pidana minimal tidak dapat 
dikenakan konsep keadilan restoratif.  
Apabila proses pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tersebut gagal dilakukan upaya perdamaian antara 
pelaku dan korban, maka dalam ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa : 
“a.  menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita 
acara; 
b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke 
pengadilan dengan menyebutkan alasan; dan 
c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.” 
 
Demikian juga apabila dalam proses perdamaian tidak mencapai adanya 
kesepakatan atau kesepatakan tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, 
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berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020, menyatakan bahwa : 
“ a.  menuangkan tidak tercapainya kesepakatan dalam berita acara;  
b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke 
pengadilan dengan menyebutkan alasan; dan  
c.  melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.” 
 
Sehingga apabila dalam proses pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 gagal dilaksanakan, maka perkara tersebut 
akan dilanjutkan proses peradilan oleh Penuntut Umum dengan melakukan 
kewenangan penuntutan. 
Oleh karena itu, menurut pendapat penulis mengenai pengaturan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk kedepannya, 
dapat diatur dengan rumusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif yang dilakukan demi kepentingan hukum. Hal tersebut dikarenakan 
konsep keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta 
masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah secara damai dan adil, 
sehingga dapat menciptakan pemulihan kembali keadaan tanpa ada rasa 
dendam. Berdasarkan asas restutio in integrum, suatu permasalahan yang 
terjadi dalam masyarakat harus dipulihkan kembali pada keadaan seperti 
semula, yang artinya hukum harus berperan sebagai sarana penyelesaian 
permasalahan tersebut.125 Kemudian  prinsip pemulihan kembali keadaan 
seperti semula atau restutio in integrum dalam keadilan restoratif tersebut 
diupayakan dengan mengembalikan keadaan korban seperti semula126 melalui 
pertanggungjawaban dari pelaku yang akhirnya dapat mencapai keadilan bagi 
masing-masing pihak yang merupakan tujuan dari hukum sendiri. Sehingga 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif tidak dapat diajukan kembali untuk dilakukan penuntutan. Apabila 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diajukan untuk 
dilakukan penuntutan kembali, maka konsep keadilan restoratif gagal 
dilaksanakan karena ketika suatu perkara tindak pidana telah disetujui oleh 
para pihak untuk dihentikan penuntutan dengan keadilan restoratif, maka 
                                                          
125 Lukman Santoso AZ & Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Juli 2016,  hlm. 210 
126 Gesty Permatasari, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu), S.L.R. Vol.1 (No.1), hlm. 54, 
http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/31/8, diakses pada tanggal 13 Juli 2021 
pukul 14.40 WIB 
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dalam proses penyelesaian tersebut telah ada win-win solution antara para 
pihak sehingga sepakat dan dapat terjadi pemulihan kembali keadaan. Selain 
itu, apabila dalam proses penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
yang dilakukan atas dasar konsep keadilan restoratif tidak menghasilkan ada 
kesepakatan atau kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu 
pihak, maka implikasi yuridisnya yaitu Penuntut Umum akan melanjutkan 
proses peradilan untuk melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas 
perkara tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim di Pengadilan.  
Berdasarkan penjelasan konsep penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di atas, maka 
penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 memiliki kelemahan sebagai peraturan perundang-undangan, 
yaitu telah melanggar ketentuan norma dalam KUHAP sebagai hukum yang 
lebih tinggi kedudukannya dan terdapat kekaburan norma yang digunakan 
dalam peraturan tersebut sehingga mengakibatkan Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 memiliki batasan dan syarat dalam penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum, sehingga tidak semua tindak pidana dapat dilakukan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tidak berhasil dilakukan, maka Penuntut Umum dapat 
meneruskan proses peradilan dengan melakukan penuntutan. Oleh karena itu, 
pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu 
disempurnakan dalam rumusan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan dengan 
merumuskan pengaturan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
berdasarkan keadilan restoratif yang melibatkan peran pelaku, korban, dan 
masyarakat dalam penyelesaian masalah yang tidak berfokus pada hukuman 
penjara tetapi berfokus pada kepentingan korban dengan cara mengganti 
kerugian yang dialami korban, dengan demikian dapat menciptakan 
pemulihan kembali keadaan sepeti semula. Penyempurnaan perumusan 
keadilan restoratif dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan tersebut diharapkan 
dapat diatur secara jelas yang memberikan kemanfaatan dan keadilan, serta 
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memiliki kepastian hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat, sehingga 
tidak terjadi pertentangan norma antara peraturan yang lebih rendah 



































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hukum 
positif di Indonesia dimaknai sebagai penghentian penuntutan yang 
dilakukan atas dasar alasan-alasan meniadakan penuntutan berdasarkan 
undang-undang yang bertujan demi kepentingan hukum itu sendiri. 
Alasan-alasan yang dapat meniadakan penuntutan demi kepentingan 
hukum diantaranya adalah dicabutnya aduan pada delik aduan, nebis in 
idem, tersangka meninggal dunia, daluwarsa, pembayaran denda 
terhadap pelanggaran dengan ancaman pidana denda, dan keadilan 
restoratif.  
2. Konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang 
berlandaskan asas keadilan restoratif dalam hukum positif di Indonesia 
diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
Namun sebagai peraturan perundang-undangan Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut memiliki kelemahan 
karena telah melanggar ketentuan norma dalam KUHAP sebagai hukum 
yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-
undangan. Selain itu asas yang digunakan dalam pelaksanaannya 
menggunakan asas demi kepentingan umum, padahal dalam Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 penghentian 
penuntutan dilakukan atas demi kepentingan hukum, sehingga dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terdapat 
kekaburan norma yang mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum 
yang mengikat. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 juga memiliki batasan dan syarat dalam 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif, sehingga tidak semua tindak pidana dapat dilakukan 
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penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif. Apabila dalam proses penghentian penuntutan demi 
kepentingan hukum yang dilakukan atas dasar konsep keadilan restoratif 
tidak menghasilkan ada kesepakatan atau kesepakatan tersebut tidak 
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka implikasi yuridisnya yaitu 
Penuntut Umum akan melanjutkan proses peradilan untuk melakukan 
penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara tersebut untuk diperiksa 
dan diputus oleh Hakim di Pengadilan. Oleh karena itu, perlu 
penyempuraan dalam RUU KUHAP, dengan penormaan baru Pasal 42 ayat 
(2) dan ayat (3) RUU KUHAP sebagai berikut: 
“ (2) Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan 
demi kepentingan umum dan/atau demi kepentingan hukum.  
(3)  Kewenangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan 
demi kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan berdasarkan keadilan restoratif, jika : 
a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; 
b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat tahun); 
c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana 
denda; 
d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di 
atas 70 (tujuh puluh) tahun;  
e. Kerugian sudah diganti; 
f. Melibatkan kepentingan pelaku dan korban; 
g. Respon positif masyarakat; 
h. Pemulihan kembali keadaan seperti semula.” 
 
Serta penormaan pada Pasal 30 ayat (1) huruf f RUU Kejaksaan yaitu“f. 
Melakukan mediasi penal berdasarkan keadilan restoratif”. Sehingga 
pembaharuan ketentuan dengan penyempurnaan norma dalam 
ketentuan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan tersebut dapat memberikan 
kemanfaatan, keadilan, dan kepastian norma hukum serta tidak terjadi 
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B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 
maka penulis memberi saran sebagai berikut : 
1) Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, harus mengatur penjelasan 
makna dan syarat penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
dalam rumusan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan. Hal tersebut untuk 
menghindari multitafsir Penuntut Umum dalam pemaknaan frasa demi 
kepentingan hukum. Selain itu melakukan penyempurnaan rumusan 
dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan dengan perumusan pengaturan 
penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan 
restoratif, sehingga memiliki kepastian hukum dan berkekuatan hukum 
mengikat sebagai peraturan perundang-undangan.   
 
2) Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan kewenangan di bidang 
penuntutan harus memahami dengan cara mengkaji dan meneliti makna 
dan syarat penghentian penuntutan demi kepentingan hukum untuk 
menghindari multitafsir makna frasa demi kepentingan hukum dalam 
penghentian penuntutan. Selain itu Kejaksaan harus mengkaji dan 
meneliti perumusan pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif atas dasar demi kepentingan hukum yang telah 
diusulkan dalam rumusan RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan, sehingga 
dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pada 
proses penghentian penuntutan perkara tindak pidana.   
 
3) Masyarakat harus memahami pengaturan penghentian penuntutan yang 
diatur dalam hukum postif di Indonesia dengan cara diberikan penyuluhan 
hukum oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan. Agar masyarakat 
mengetahui adanya peraturan tersebut bahwa tidak selalu suatu perkara 
tindak pidana harus berakhir dengan sanksi pidana penjara, sehingga 
masyarakat tidak buta terhadap peraturan yang ada di sekitar kita. 
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